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ABSTRAK 

 Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak 

Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian 

wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh 

daerah terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang 

mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat 

dilaksanakan secara normal.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pelaksaanaan Tugas 

Badan Pengawas Pemilu terhadap kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada 

masa pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 13 Tahun 2020. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pelaksanaan  tugas badan pengawas pemilu terhadap kampanye pemilihan 

kepala daerah serentak pada masa pandemi Covid-19 di kota Bukittinggi berdasarkan 

peraturan komisi pemilihan umum Nomor 13 Tahun 2020, dan apa faktor 

penghambat terhadap pelaksanaan tugas badan pengawas pemilu terhadap kampanye 

pemilihan kepala daerah serentak pada masa pandemi Covid-19 di kota Bukittinggi 

berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum Nomor 13 Tahun 2020.  

Metode penelitian skripsi yaitu dengan jenis penelitian hukum sosiologis atau 

lapangan. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Badan Pengawas Pemilu dan Komisi 

Pemilihan Umum di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat  dengan metode 

deduktif. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu 

setelah data terkumpul kemudian di tuangkan dalam bentuk uraian logis dan 

sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, 

kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari bersifat umum menuju hal 

yang bersifat khusus. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive 

sampling, adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria 

tertentu.  

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas badan pengawas 

pemilu terhadap kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada masa pandemi 

Covid-19 di kota Bukittinggi telah menerapkan protokol kesehatan meskipun masih 

banyak juga masyarakat atau pasangan calon walikota dan wakil walikota kota 

Bukittinggi yang melanggar protokol kesehatan. Faktor penghambat pelaksanaan 

tugas badan pengawas pemilu terhadap kampanye pemilihan kepala daerah serentak 

pada masa pandemi Covid-19 di kota Bukittinggi adalah dalam penyebaran bahan 

kampanye, adanya sanksi bagi yang melanggar, pada saat debat publik pasangan 

calon walikota dan wakil walikota masih mengabaikan protokol kesehatan, dan masih 

terdapat kerumunan-kerumunan sehingga menciptakan pelanggaran-pelanggaran. 

 

Kata Kunci: Demokrasi, Pilkada, Bawaslu, Covid-19 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3,
1
 yang mempunyai tujuan untuk 

menciptakan tata tertib hukum bagi berjalannya organisasi pemerintahan di 

Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum 

(Rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat) yang secara 

jelas ditentukan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
2
 

Dalam Negara hukum, tugas pemerintahan begitu luas yakni 

mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya, hal ini juga tertulis dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 yang berbunyi sebagai 

berikut: 

“…. Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial….” 

                                                             
1
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2
 Dasril Rajab, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) , h. 74. 
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Dengan adanya tugas Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan 

umum tersebut, maka pembentukan berbagai peraturan di Negara Republik 

Indonesia sangat penting. Oleh karena itu campur negara dalam mengurusi 

kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya dan 

lingkungan hidup, serta pertahanan keamanan yang diselenggarakan dengan 

pembentukan peraturan-peraturan negara yang tak mungkin dihindarkan lagi.
3
 

Prinsip Negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan 

prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena 

itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan rakyat yang diberlakukan menurut 

Undang- Undang Dasar yang diimbagi dengan penegasan bahwa Negara 

Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis 

(democratishe rechstaat).
4
 

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani democraia “kekuasaan rakyat”, 

yang dibentuk dari kata demos “rakyat” dan kratos “kekuasaan”. Demokrasi 

adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demikian 

pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh 

hampir semua orang. Demokrasi juga berarti bentuk pemerintahan politik di masa 

                                                             
3
Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 1. 

4
 Ni‟matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2006), h.73. 
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kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi 

langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan).
5
 

Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi Pancasila dan 

mengalami perkembangan dan ujian antar periodesasi pemerintahan. Akan tetapi 

tak dapat di sangkal bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional 

cukup jelas tersirat dalam UUD 1945. Asas demokrasi memberikan suatu cara 

atau metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa setiap orang harus 

mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintah. 

Asas ini diwujudkan lewat sistem representasi (perwakilan rakyat) yang 

mempunyai peranan dalam pembentukan undang-undang dan kontrol terhadap 

pemerintah. Beberapa hal penting terkait dengan asas demokrasi, yaitu: 

1. Pemilihan umum. 

2. Pemerintahan bertanggung jawab kepada perwakilan rakyat. 

3. Semua warga Negara mempunyai kesempatan yang sama atau 

berpatisipasi dalam politik dan mengontrol pemerintahan. 

4. Semua perbuatan pemerintah terbuka terhadap kritik dan kajian 

rasional dari semua pihak. 

5. Kebebasan menyatakan pendapat. 

                                                             
5
 Nurainun Mangunsong, Hukum Tata Negara I, ( Yogyakarta: Fakultas Syariah dan 

Hukum,2010) , h.139. 
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6. Kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik. 

7. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk 

memungkinkan partisipasi rakyat.
6
 

Demikian berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 22E 

ayat (1) pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
7
 Begitu juga dengan pemilihan kepala 

daerah terhadap Gubernur juga dipilih secara demokratis dan langsung oleh 

rakyat. 

Bahwa secara umum pemilihan kepala daerah secara langsung harus lebih 

demokratis. Adanya dua alasan mengapa gagasan pemilihan langsung itu perlu. 

Pertama, untuk lebih mempermudah kehendak mayoritas masyrakat dalam 

pemilihan kepala daerah. Kedua, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar 

tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan.
8
 

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh 

rakyat dan tidak dikategorikan sebagai pemilihan umum sehingga tidak merujuk 

pada ketentuan pasal 22E ayat (2) UUD 1945, karena pemilihan Kepala Daerah 

                                                             
6
Ibid,  h. 40. 

7
 Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

8
Ni‟matul Huda, Op Cit, h. 204. 
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dan Wakil Kepala Daerah termasuk dalam ketentuan Pemerintahan Daerah pada 

ketentuaan Pasal 18 UUD ayat (4) Tahun 1945.
9
 

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 tahun 

2017, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut 

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi 

penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Indonesia. Bawaslu 

merupakan Badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 

(lima) tahun dihitung sejak adanya sumpah atau janji jabatan. Bawaslu merupakan 

lembaga ad hoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada 

tahapan awal saat pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon 

yang terpilih dalam pemilu telah dilantik.
10

 

Berdasarkan ketentuan pasal 22B Undang-Undang Nomor  10 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

Undang, salah satu tugas dari Bawaslu adalah: (1)Menyusun dan menetapkan 

peraturan bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan 

pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan 

putusan atas keberatan setelah

                                                             
9
 Ibid,  h. 212. 

10
 Saleh, Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu, (Jakarta: Sinar Grafika Ctk 

Pertama, 2017), h. .24. 
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berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum 

rapat dengan pendapat yang keputusannya bersifat mengikat, menerima, 

memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait 

pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon 

Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan 

pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau partai politik/ gabungan 

partai politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya 

partai politik/ gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon dalam 

pemilihan berikutnya. 

1. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan 

pemilihan. 

2. Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan pemilihan. 

3. Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemilihan dari Bawaslu 

Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota. 

4. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas 

Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan 

penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat 

melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan 

secara berjenjang. 

5. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan. 
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6. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan 

Panwas Kabupaten/Kota. 

7. Menerima dan menindak lanjuti laporan atas tindakan pelanggaran pemilihan. 

8. Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun 

Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan 

pemilihan.
11

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa Pemilihan Kepala Daerah Serentak 

Pada Tanggal 09 Desember 2020 masih di tengah bencana non alam yaitu Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah terjadi di seluruh dunia, temasuk di 

Indonesia telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan 

dari waktu ke waktu dan telah ditetapkan sebagai bencana nasional. 

Covid-19 pertama kali dilaporkan di indonesia pada tanggal 2 maret 2020 

sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi 

berjumlah 1.528 kasus 136 kasus kematian. Tingkat Covid-19 di Indonesia 

merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara pada saat itu.
12
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 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016- Perubahan Kedua Undang-Undang N0.1 Tahun 

2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 
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 Aditya Susilo,dkk, Coronavirus Disease 2019, Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal 

Penyakiit Dalam. Vol.7. No.1, h. 46. 
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Melihat kondisi saat ini, seluruh tahapan pemilihan kepala daerah 

seharusnya ditunda secara total. Dalam lingkupannya tahapan hari pemilihan 

harus turut ditunda karena pondasi dasar tahapan sudah ditunda dan perlu 

dipahami bahwa tidak mungkin menyelenggarakan pilkada sesuai agenda yang 

tertuang dalam undang-undang jika pandemi Covid-19 belum selesai secara 

sepenuhnya. Sejalan dengan hasil rapat kerja yang dilakukan oleh Komisi II DPR 

dengan kementrian dalam negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas 

Pemilihan Umum, dan Dewan Penyelenggara Pemilu pada tanggal 30 Maret 2020 

berupa penundaan pemilihan kepala daerah 2020. Secara Komprehensif terdapat 

empat kesimpulan dan rapat tersebut meliputi penundaan pilkada serentak 2020, 

pelaksanaan pilkada lanjutan akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan bersama 

antara KPU, Pemerintah dan DPR, kemudian meminta kepada kepala daerah 

untuk merelokasi dana pilkada 2020 yang belum terpakai untuk penanganan 

Covid-19, dan yang terakhir meminta kepada pemerintahan untuk segera 

menetapkan payung hukum berbentuk peraturan pemerintah pengganti Undang-

Undang. 

Kemudian dalam pertimbangannya, Komisi Pemilihan Umum 

menawarkan tiga opsi hari pemungutan suara sebagai konsekuensi logis 

pergeseran agenda ketatanegaraan ini ditundanya tahapan pemilhan kepala 
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daerah. Dalam pemaparannya KPU menawarkan antara dilaksanakan pada Rabu 

09 Desember 2020.
13

 

Dalam rangka penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-

langkah luar biasa baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya 

dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil 

gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 

tahun 2020 yang awalnya dilakukan pada bulan September 2020 karena Covid-19 

belum berakhir dan masih banyak terjadi peningkatan kasus maka dari itu ditunda 

pada bulan Desember 2020 agar tetap dapat berlangsung secara demokratis dan 

berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.
14

 

Perkembangan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak 

tahun 2020 yang dipastikan akan digelar dimasa pandemic Covid-19, bahwa 

penyelenggara dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum belum 

menyiapkan instrument secara baik maksimal untuk mengatur jalannya Pemilihan 

Kepala Daerah serentak tahun 2020. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah dalam kondisi Bencana 

Non Alam Covid-19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut telah 

                                                             
13

 Panji Rezki Perdana. (2020) Urgensitas Perppu Pilkada di Kala Wabah Pandemi Covid 

19, Adalah Buletin Hukum dan Keadilan. Vol.4. No.1, h. 125. 
14

 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah 
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diundangkan, di dalamnya berisi tentang kewajiban penerapan protocol kesehatan 

pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020. 

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 cukup 

kompleks mengatur, terutama tentang pelaksanaan kampanye. Pasal 57 Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 menyebutkan, setidaknya ada 

tujuh metode kampanye yang diperbolehkan dalam Pemilihan Kepala Daerah 

tahun ini. Ketujuhnya yaitu sebagai berikut pertemuan terbatas, pertemuan tatap 

muka dan dialog, debat publik antar pasangan calon, penyebaran bahan 

kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, penanyangan iklan kampanye di 

media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran publik atau 

lembaga penyiaran swasta dan atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan 

kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 58 

disebutkan bahwa pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog harus 

diselenggarakan di ruangan tertutup dengan membatasi jumlah peserta yang hadir, 

dan diwajibkan untuk menerapkan jaga jarak antar peserta minimal 1 meter. 

Namun demikian, partai politik atau pasangan calon dan tim kampanye tetap 

diminta untuk mengupayakan kedua metode kampanye itu bisa dilakukan secara 

daring, bahkan meniadakan kampanye akbar untuk daerah kategori zona rawan 

Covid-19. 

Badan Pengawas Pemilu harus ketat mengawasi kampanye di media 

sosial. Badan Pengawas Pemilu sebagai salah satu lembaga yang diberikan tugas 

untuk mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah, harus menyiapkan sumber 
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daya yang handal untuk mengawasi potensi pelanggaran kampanye di media 

sosial. 

Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilu harus meningkatkan 

pengawasannya terhadap kampanye di media sosial dikarenaka ada kemungkinan 

akan terjadinya kecurangan oleh akun-akun palsu. Badan Pengawas Pemilu di 

berbagai tingkatan mulai dari provinsi, kabupaten, sampai tingkat kecamatan 

harus menyiapkan Tim IT yang mampu mengidentifikasi akun-akun palsu yang 

melakukan pelanggaran kampanye, baik yang melakukan di luar jadwal maupun 

yang melakukan kampanye hitam.
15

 

Berdasarkan fenomena tersebut Penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS 

PEMILU TERHADAP KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH 

SERENTAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA 

BUKITTINGGI BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM  NOMOR 13 TAHUN 2020”. 

  

                                                             
15

 Artikel Penulis Amin Baharuddin 
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B. Batasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan serta untuk lebih 

terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan 

batasan terhadap permasalahan ini. Maka pembatasan dalam karya ilmiah ini 

difokuskan kepada Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu Pada Masa 

Pandemi Covid-19. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu Terhadap Kampanye 

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota 

Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 

Tahun 2020 ? 

2. Apa faktor penghambat terhadap Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu 

Terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi 

Covid-19 di Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 13 Tahun 

2020 ? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pelaksaanaan tugas badan pengawas pemilu terhadap 

kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada masa pandemi Covid-19 di 

Kota Bukittinggi berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor 13 

tahun 2020. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat terhadap pelaksanaan tugas badan 

pengawas pemilu terhadap kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada 

masa pandemic Covid-19 di Kota Bukittinggi berdasarkan pemilihan umum 

nomor 13 tahun 2020. 

Penelitian ini bermanfaat sebagai: 

1. Kegunaan teoritis yaitu penelitian diharapkan dapat membantu memacu 

perkembangan pengawasan dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, 

minimal memperkaya dan menambah hasil-hasil penelitian di bidang hukum 

tata negara. 

2. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan 

masukan bagi Badan Pengawas Pemilu di Kota Bukittinggi dalam Kampanye 

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi Covid-19. 

3. Kegunaan akademis yaitu sebagai sarana untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Hukum pada Strata 1 di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan penelitian ini 
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diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan 

akademis yang ingin meneliti hal yang sama. 

 

E. Metode Penelitian 

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata 

penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu methodos yang berarti 

cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan 

dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek 

penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian 

penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analis data yang dilakukan 

secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun 

non-eksperimental, interaktif maupun non interaktif.
16

 

Dari pengertian diatas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian 

adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu 

pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.
17

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan 

                                                             
16

 Jonaedi Efendi dkk, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2018), h.2. 
17

Ibid, h. 3. 
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bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.
18

 Sifat penelitian 

ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara 

tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk 

menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.
19

 

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di 

Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum di Kota Bukittinggi. 

Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian 

penulis ialah karena adanya masalah mengenai kampanye pemilihan kepala 

daerah serentak pada masa pandemic Covid-19 di Kota Bukittinggi. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah tempat, orang atau benda yang diamati dalam 

rangka pembubutan sebagai sasaran. Adapun subjek dalam penelitian ini 

adalah  Ketua Badan Pengawas Pemilu, dan Anggota Badan Pengawas Pemilu 

Kota Bukittinggi, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Anggota Komisi 

Pemilihan Umum, Tokoh Masyarakat di Kota Bukittinggi, dan Tim Hubungan 

Masyarakat Calon Walikota dan Wakil Walikota. 

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Disebut 

juga dengan pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data 
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Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Rajawali Pers, 1982), h. 51 
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 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali 
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yang lebih terarah. Adapun objek dalam penulisan ini ialah pelaksaan tugas 

badan pengawas pemilu terhadap kampanye pemilihan kepala daerah serentak 

pada masa pandemic Covid-19 dan hambatan terhadap kampanye secara 

online pemilihan kepala daerah serentak. 

4. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi 

merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa 

himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau 

tempat dengan ciri dan sifat yang sama. Sampel adalah himpunan bagian atau 

sebagian dari populasi yang ada.
20

 

Populasi dalam penelitian ini Ketua Badan Pengawas Pemilu sebanyak 

1 orang, Anggota Badang Pengawas Pemilu 3 orang, Ketua Komisi Pemilihan 

Umum 1 Orang, Anggota Komisi Pemilihan Umum 2 Orang  Tokoh 

Masyarakat di Kota Bukittinggi 3 Orang, Tim Hubungan Masyarakat Calon 

Walikota dan Wakil Walikota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan 

menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat 

menjawab masalah penelitian ini. 
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Tabel I. 1 Populasi dan Sampel 

No Jenis Populasi Populasi Sampel Persentase Keterangan 

1 

Ketua Badan 

Pengawas Pemilu 

Kota Bukittinggi. 

1 1 100% Wawancara 

2 
Anggota Badan 

Pengawas Pemilu 
3 3 100% Wawancara 

3 
Ketua Komisi 

Pemilhan Umum 
1 1 100% Wawancara 

4 
Anggota Komisi 

Pemilihan Umum 
2 2 100% Wawancara 

5 Tokoh Masyarakat 3 3 100% Wawancara 

6 

Tim Hubungan 

Masyarakat Calon 

Walikota dan Wakil 

Waikota 

3 3 100% Wawancara 

Sumber: Wawancara 

5. Jenis dan Sumber Data 

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan respoden 

maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau 

dalam bentuk lainnya guna keperluaan penelitian yang dimaksud. 

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber 

dari lapangan dan literatur, meliputi:
21

 

a. Data Primer 

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian  di lapangan baik 

dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti. 
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b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang 

berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk 

laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan 

dan lainnya. 

6. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi, peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung 

ditempat penelitian, hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan 

sebagai tambahan data informasi dalam penelitian. 

b. Wawancara, wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di 

wawancarai. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai Ketua Badan 

Pengawas Pemilu, dan anggota Badan Pengawas Pemilu di Kota 

Bukittinggi, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Anggota Komisi Pemilihan 

Umum, Tokoh Masyarakat di Kota Bukittinggi, Tim Hubungan 

Masyarakat Calon Walikota dan Wakil Walikota. 

c. Study Kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-

buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti 

diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam 

penelitian. 
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7. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis 

maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta 

menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal 

yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.
22

 

F. Sistematika Penulisan 

Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan 

sistematika penelitian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Latar belakang masalah, pembahasan dan perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Bab ini membahas tentang Sejarah Kota Bukitttinggi, Letak 

Geografis Kota Bukittinggi, Profil Kota Bukittinggi, Visi Misi Kota 

Bukittinggi serta Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Kota 

Bukittinggi dan Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota 

Bukittinggi. 
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BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

 Merupakan tinjauan teoritis yang berisi tentang teori negara hukum 

demokrasi, teori pemilihan umum, teori kampanye, teori pengawas 

pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, teori pemilihan 

Kepala Daerah dan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah, teori 

tentang Covid-19. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian pelaksanaan tugas 

badan pengawas pemilu terhadap kampanye pemilihan kepala 

daerah serentak pada masa pandemic Covid-19 di Kota Bukittinggi 

dan faktor penghambat terhadap pelaksaanaan tugas badan 

pengawas pemilu terhadap kampanye pemilihan kepala daerah 

serentak pada masa pandemic Covid-19 di Kota Bukittinggi. 

BAB V PENUTUP 

 Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari 

penelitian. 



 

21 

 

BAB II  

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Kota Bukittinggi 

1. Sejarah Kota Bukittinggi 

Kota Bukittinggi pada zaman kolonial Belanda disebut dengan Fort de 

Kock dan juga pernah dijuluki sebagai Parijs van Sumatra. Kota yang hari 

jadinya diperingati setiap tanggal 22 Desember ini pernah menjadi ibu kota 

Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 1978 (de jure), serta pernah juga 

ditunjuk menjadi ibu kota negara Republik Indonesia ketika Yogyakarta (yang 

saat itu merupakan ibu kota negara) diduduki oleh Belanda pada tanggal 19 

Desember 1948. Pemindahan ibu kota negara dari Yogyakarta ke Bukittinggi 

tersebut dikenal dengan masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yang 

kemudian pada tahun 2006 ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Bela 

Negara. 

Bukittinggi memiliki luas wilayah 25,24 km². Secara de 

jure berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam, luas 

Bukittinggi menjadi 145,29 km² dengan masuknya beberapa kenagarian di 

Kabupaten Agam ke dalam wilayah administratifnya. Namun sampai saat ini 

perubahan batas wilayah tersebut belum terlaksana dikarenakan terdapatnya 

keberatan sebagian masyarakat Kabupaten Agam, salah satunya  kekhawatiran 
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atas dampak yang ditimbulkannya kepada tradisi adat nagari. Dengan luas 

wilayah saat ini, Bukittinggi merupakan kota terbesar ke-6 di Provinsi 

Sumatera Barat. 

Kota Bukittinggi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir 

terbesar di pulau Sumatera. Kota ini memiliki 4 (empat) pasar induk yang 

mendukung aktivitas perekonomiannya, yakni Pasar Atas, Pasar Bawah, Pasar 

Banto dan Pasar Simpang Aur. Bukittinggi merupakan kota dengan PDRB 

terbesar ke-2 di Sumatera Barat setelah Kota Padang, dengan 

sektor perdagangan dan jasa menjadi sektor dominan yang menggerakkan 

aktivitas perekonomian masyarakatnya.   

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan  di atas, Pemerintah Kota 

Bukittinggi, bekerjasama  dengan Universitas Andalas dan beberapa pakar 

sejarah baik di daerah maupun di tingkat nasional telah menseminarkannya. 

Hasil seminar tersebut mendapat persetujuan DPRD Kota Bukittinggi dengan 

Surat Keputusan No.10/SK-II/DPRD/1988 tanggal 15 Desember 1988, 

akhirnya Pemerintah Daerah dengan Surat Keputusan Walikota Kepala 

Daerah Kota Bukittinggi No. 188.45-177-1988 tanggal 17 Desember 1988 

menetapkan Hari Jadi Kota Bukittinggi tanggal 22 Desember 1784.
23
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23 

 

 
 

2. Kondisi Geografis dan Kependudukan Kota Bukittinggi 

Gambar II. 1 Peta Kota Bukittinggi 

 

Kota Bukittinggi saat ini terdiri atas 3 kecamatan dengan 24 kelurahan 

yang mempunyai luas wilayah 25 km2 dengan jumlah penduduk 119.183 jiwa 

(per bulan Maret tahun 2018). 

Kota bukittingi berbatasan dengan kecamatan dalam wilayah 

Kabupaten Agam, yaitu: 

 Sebelah Utara dengan Kecamatan Tilatang Agam 

 Sebelah Selatan dengan Banuhampu Sungai Puar 

 Sebelah Barat dengan IV Koto 

 Sebelah Timur dengan IV Angkat Candung
24

 

Jumlah penduduk Kota Bukittinggi menurut data terakhir 98.505 

orang dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,04 % dan kepadatan rata-rata 3.905 
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jiwa per-Km. Dengan semangat membangun masyarakat Bukittinggi yang 

cukup menggembirakan, terbukti dengan meningkatnya kesejahteraan hidup 

yang umumnya bermata pencarian sebagai pedagang, pegawai, petani, 

pengusaha industri kecil dan kerajinan serta jasa-jasa lainnya, dengan income 

perkapita tahun 2002 Rp. 8.200.265,87 dari data sementara, diperkirakan 

sampai akhir 2004 mencapai Rp. 8.500.000,00. Sebagian besar penduduk kota 

Bukittinggi beragama Islam sekitar 97,89 % dan selebihnya beragama 

Katolik, Protestan, Budha dan Hindu. Penduduk terpadat berdomisili di 

kecamatan Guguk Panjang, karena pusat perdagangan dan kegiatan laian 

sebagian besar berada di kecamatan tersebut dengan kepadatan rata-rata 5.531 

jiwa.km.25. Bukittinggi sebagai Kota Pendidikan telah memiliki sarana dan 

prasarana pendidikan yang memadai karena saat ini telah tersedia 34 Taman 

Kanak-kanak, 59 Sekolah Dasar, 10 SMP, 15 SMA, 13 SMK dan 18 

Perguruan Tinggi. Demikian juga tenaga guru/ dosen telah memadai sehingga 

prestasi akademik pelajar kota ini sangat membanggakan. 

Dengan demikian sejak semula Bukittinggi dimaksudkan dan 

mempunyai fungsi sebagai tempat perdagangan. Seiring dengan pesatnya 

perkembangan kegiatan perdagangan, sekaligus melekat pada fungsi 

penyediaan jasa. 

Fungsi sebagai kota Perdagangan dan Jasa sudah melekat pada Kota 

Bukittinggi yasng berkembang dengan pesatnya, apalagi dengan didukung 4 
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pusat pasar induk. Sektor Perdagangan dan jasa merupakan sektor 

penyumbang utama bagi pendapatan Kota Bukittinggiu, dimana hampir 

setengah pendapatan daerah  pada tahun 2005  (43 %) yang ditunjukkan 

dengan PDRB Kota Bukittinggi menjadi Pusat Pelayanan perdagangan dan 

jasa. 

Disamping itu untuk mendukung dunia perdagangan dan jasa, kota 

bukittinggi juga berpotensi di bidang industri. Salah satunya adalah industri 

hasil pertanian dan kehutanan di Kota Bukittinggi berjumlah 810 jenis usaha 

industri. 

 

B. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu 

1. Sejarah Umum Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi 

Tahun 1982, Undang-Undang mengamanatkan untuk membentuk 

Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau disingkat Panwaslak Pemilu, yang 

melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau disingkat LPU. Pada tahun 

2003, barulah Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilian Umum atau 

disingkat KPU. Badan Pengawas Pemilu atau disingkat Bawaslu dibentuk 

berdasarkan amanat dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga 

ad hoc berbentuk kepanitian yang dikenal dengan Panitia Pengawas Pemilu 

atau Panwaslu.  
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Pada tanggal 25 Agustus 2017 dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum (Panwaslu) Kota Bukittinggi dengan tugas mengawasi jalannya 

tahapan proses Pemilihan Legislatif (Pileg) pada tanggal 17 April 2019. Tugas 

pengawasan dilaksanakan oleh tiga Orang Komisioner yang diseleksi dan 

dipilih oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.Tiga orang Komisioner tersebut 

adalah Eri Vatria, S.Ag, M.H, Abdi Arga, SE dan Asneliwarni, SH, M.H. 

Masing-masing Komisioner mengkoordinatori satu Divisi. Divisi Organisasi 

dan Sumber Daya Manusia sekaligus Ketua di Koordinatori oleh Eri Vatria, 

S.Ag, M.H, Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat di Koordinatori 

oleh Abdi Arga, SE dan Devisi Penindakan Pelanggaran di Koordinatori oleh 

Asneliwarni, S.H, M.H. Pada tanggal 17 Agustus 2018 Panwaslu Kota 

Bukittinggi di resmikan menjadi Bawaslu Kota Bukittinggi.  

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yang pada awalnya 

adalah lembaga yang bersifat ad hoc berubah menjadi Badan Pengawas 

Pemilihan Umum (Bawaslu) yang bersifat permanen. Tugas dan wewenang 

Bawaslu Kabupaten/ Kota diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. 

Bawaslu Bukittinggi yang ditetapkan sebagai badan resmi pada 17 Agustus 

2018 mengalami perubahan pada struktur kepemimpinan dan penambahan 

tugas dalam Divisi. Bawaslu Kota Bukittinggi periode 2018-2023 di Ketua 

oleh Ruzi Haryadi, S.Ag, M.A sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya 

Manusia, Organisasi, Data dan Informasi. Divisi Pengawasan, Hubungan 

Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga dikoordinatori oleh Eri Vatria, 
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S.Ag, M.H dan Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian 

Sengketa dikoordinatori oleh Asneliwarni, S.H, M.H. Kantor Bawaslu Kota 

Bukittinggi beralamat di Jl. Prof Hazairin Nomor 80, Kelurahan Belakang 

Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi. 

2. Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi 

Visi: 

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam 

Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas. 

Misi: 

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, 

mandiri dan solid. 

2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien. 

3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan 

yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi. 

4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta 

meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu 

partisipatif. 

5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan 

berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara 

cepat, akurat dan transparan. 
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6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu 

baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.
26

 

3. Struktur Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi 
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 Bukittinggi.bawaslu.go.id 

Gambar II. 2 Struktur Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi 
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4. Profil Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi 

Gambar II. 3 Profil Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi 
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C. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Kota Bukittinggi 

1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi 

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada 

tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden 

Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau 

dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera 

diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, 

atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan 

diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan 

dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-

lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak 

dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang 

Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. 

Ini berarti bahwa dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya 

bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, 

tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya 

berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang 

belum pernah terjadi sebelumnya. 

Sebelum menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat itu, pemerintah 

mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU 

tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga draft UU ini 
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disiapkan oleh sebuah tim Depdagri, yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh 

Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (Rektor IIP Depdagri, Jakarta). 

Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden 

membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya 

adalah wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah. Satu hal yang 

secara sangat menonjol membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu-pemilu 

sebelumnya sejak 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali 

peserta. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai 

politik. Peserta Pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit 

dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen 

Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai. 

Dalam sejarah Indonesia tercatat, bahwa setelah pemerintahan Perdana 

Menteri Burhanuddin Harahap, pemerintahan Reformasi inilah yang mampu 

menyelenggarakan pemilu lebih cepat setelah proses alih kekuasaan. 

Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu hanya sebulan 

setelah menjadi Perdana Menteri menggantikan Ali Sastroamidjojo, meski 

persiapan-persiapannya sudah dijalankan juga oleh pemerintahan sebelum-

nya. Habibie menyelenggarakan pemilu setelah 13 bulan sejak ia naik ke 

kekuasaan, meski persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya krisis 

politik, tetapi yang lebih parah adalah krisis ekonomi, sosial dan penegakan 

hukum serta tekanan internasional. 
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2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi 

Visi 

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan 

Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL 

Misi 

a) Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya mencipatak 

Penyelenggara Pemilu yang Profesional; 

b) Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian 

hukum, progresif dan partisipatif; 

c) Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para 

pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh     masyarakat; 

d) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan 

pendidikan pemilih yang berkelanjutan 

e) Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan. 

f) Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan 

pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode 

etik penyelenggara pemilu; 

g) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, 

akuntabel dan aksesable.
27

 

 

                                                             
27 Kota-bukittinggi. Kpu. go.id/ tentang-kami 
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3. Struktur Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi 

Gambar II. 4 Struktur Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Negara Hukum dan Demokrasi 

1. Pengertian Negara Hukum dan Demokrasi 

Istilah negara hukum dalam kepustakaan Indonesia diartikan langsung 

dari dua istilah yakni “rechstaat”, dan “the rule of law”. Istilah rechstaat 

berkembang dalam pengaruh paham Anglo Saxon walaupun di Amerika 

istilah yang kedua lebih dikenal dengan sebutan “government of law, but not 

of man”. Sebagai konsekuensi dari paham kedaulatan hukum yang pada 

hakikatnya seluruh alat perlengkapan negara maupun penduduk (warga negara 

dan orang asing) tunduk pada hukum.
28

 

Hukum merupakan instrumen berjalannya negara melalui kekuasaan 

yang dimilikinya. Menurut Mahfud MD, demokrasi sebagai suatu sistem 

politik sangat erat sekali hubungannya dengan hukum. Demokrasi tanpa 

hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan mungkin menimbulkan 

anarki, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan 

menjadi hukum yang elitis dan represif.
29
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 Mustafa Lutfi, Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia, (Yogyakarta: UII Pres 

2010), h.52. 
29

 Moh Mahfud M.D, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 

1991), h.1. 
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Konsep negara hukum memiliki akar historis dalam memperjuangkan 

nilai-nilai demokratis. Konsepsi tentang negara hukum secara garis besar 

terdiri atas 2 konsep yaitu aliran the rule of law dan rechtstaat. Perbedaan 

yang menonjol dari dua konsep tersebut bahwa konsep rule of law tidak 

mengenal badan peradilan khusus bagi pejabat publik. Sedangkan pada sistem 

rechtstaat mengenal badan peradilan khusus bagi pejabat negara dalam 

mengisi tindakannya melaksanakan tugas kenegaraan berupa badan peradilan 

administrasi tersendiri dan merupakan suatu ciri spesifik penting yang 

menonjol. 

Dengan demikian , perbedaan keduanya ada pada titik itu, yakni 

Rechtstaat menekankan pada pembatasan kekuasaan sementara Rule of law 

menekankan pada Perlindungan hak warga. Namun apabila dicermati secara 

mendalam, keduanya memiliki persamaan yakni dalam konteks perlindungan 

hukum terhadap negara. Sebab pembatasan kekuasaan oleh Rechtstaat pun 

juga bertujuan untuk melindungi rakyat. 

2. Dasar Hukum Negara Hukum dan Demokrasi 

Di Indonesia, secara historis, konsep negara hukum juga sudah 

dimulai dikenal sejak para founding fathers merumuskan cita negara 

Indonesia. Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan hukum berdasarkan 

Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, pengaturan 

yang menyebutkan Indonesia sebagai Negara hukum tidak diatur dalam 
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batang tubuh UUD NRI 1945 melainkan diatur dalam penjelasan UUD NRI 

1945 sebelum amandemen. Di dalam penjelasan umum UUD NRI 1945 

sebelum amandemen mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan 

bahwa “sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang 

Dasar ialah bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum 

(rechtstaat). Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat) tidak 

berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat)”.
30

 

Pasca perubahan UUD NKRI 1945, yaitu: “Negara Indonesia adalah 

Negara Hukum”. Selain penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara 

hukum sebagaimana yang diatur Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sejak 

Amandemen II UUD 1945, negara kita adalah negara hukum dan sekaligus 

juga mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat (demokrasi). Hal ini daoat 

dibaca dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi 

“Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD” dan “Negara 

Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan pasal tersebut, maka jelas 

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mengakui bahwa rakyat yang 

berkuasa. Ciri-ciri atau prinsip-prinsip suatu negara hukum yang juga 

tercantum di dalam UUD 1945 adalah adanya perlindungan HAM, adanya 

pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan atas hukum, persamaan hak 

                                                             
30

 Irvan Mawardi, Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada, (Yogyakarta: 

Rangkang Education, 2014), h. 42. 
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di depan hukum dan pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang bebas dan 

tidak memihak.
31

 

Salah satu kunci dari perwujudan pilar-pilar negara hukum demokratis 

tercermin dalam relasi hubungan negara dan warga negara. Filosofi kekuasaan 

atau kedaulatan menurut UUD 1945 adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan 

rakyat dan kekuasaan itu dilaksanakan dalam koridor pemerintahan yang 

berbasis negara hukum. Artinya kedaulatan hukum yang direpresentasikan 

oleh negara tidak bisa mengesampingkan kedaulatan rakyat. Pada titik ini 

negara (pemerintah) bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan relasi 

antara daulat rakyat dan daulat hukum. Dalam bingkai negara hukum 

demokratis, maka relasi negara dan warga negara harus berjalan secara 

harmonis dan seimbang.
32

 

Sebagaimana diketahui, pemakaian konsep demokrasi di era modern 

dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat Barat 

pada akhir abad ke-18. Pada pertengahan abad ke-20 dalam sebuah perdebatan 

menyoal arti demokrasi muncul tiga pendekatan umum. Pertama, sebagai 

suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber 

wewenang bagi pemerintah. Kedua, tujuan yang dilayani oleh pemerintah dan 

Ketiga, prosedur untuk membentuk pemerintahan.
33
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 Ibid, h. 43. 
32

 Ibid, h. 47. 
33  Asrudin Azwar, Teori Perdamaian Demokratis, (Malang: Intrans Publishing 2016), h. 45. 
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B. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum 

1. Pengertian Pemilihan Umum 

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk 

mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan salah satu usaha 

untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan 

melakukan kegiatan retorika, publik relations, komunikasi massa, lobby dan 

lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi 

sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan 

teknik propaganda banyak juga dipakaioleh para kandidat atau politikus selalu 

komunikator politik. 

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

disebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah 

sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.
34

 

Pemilihan Umum  adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik 

untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya 

                                                                                                                                                                              
 
34

 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat 1. 
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sebuah pemerintahan perwakilan (representative government). Secara 

sederhana, pemilihan umum didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana 

untuk menentukan orang-orang yang mewakili rakyat dalam menjalankan 

pemerintahan. Dalam pemilihan umum, biasanya para kandidat akan 

melakukan kampanye sebelum pemungutan suara dilakukan selama selang 

waktu yang ditentukan. Dalam kampanye tersebut para kandidat akan 

berusaha menarik perhatian masyarakat secara persuasive.  

Umumnya negara-negara modern (modern dale) yang menganut 

demokrasi konstitusional (negara hukum yang demokratis) dalam 

konstitusinya mengatur tentang pemilihan umum. Kalau negara tersebut 

mengatur sistem pemerintahan parlementer, maka pemilihan umum yang 

diatur dalam konstitusi tersebut adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat di 

lembaga perwakilan, sedangkan apabila negara itu menganut sistem 

prsedensial yang murni, umumnya pemilihan umum tersebut diselenggarakan 

untuk memilih presiden (kepala eksekutiif) dan wakil-wakil rakyat pada 

lembaga perwakilan.
35

 Asas Pemilu yaitu Pemilu dilaksanakan secara efektif 

dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.  

                                                             
35

 Mashudi, Pengertian-Pengerlian dasar Kedudukan Hukum Pemilihan umum di Indonesia 

Metrul Undang-Undang Dasar 1945,  (Bandung: Mandar Maju, 1993), .h 1. 
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2. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala 

Daerah 

a) UUD 1945, Pasal 22E ayat (1) menyatakan bahwa Pemilihan Umum 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebasa, rahasai, jujur dan adil 

setiap lima tahun sekali. 

b) UUD 1945, Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilahan Umum. 

c) UUD 1945, Pasal 22C ayat (1) menyatakan bahwa Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah dipilih dari setiap Provinsi melalui Pemilhan Umum. 

d) UUD 1945, Pasal 6A ayat (1) menyatakan bahwa Presiden dan Wakil 

Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 

e) UUD 1945, Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah 

Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang anggota-anggotang dipilih melalui Pemilihan 

Umum. 

f) UUD 1945, Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan 

Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, 

kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. 
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3. Tujuan Pemilihan Umum 

a) Pemilu tentunya menegaskan bahwa Negara kita Indonesia ini sebagai 

Negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila. Dimana demokrasi 

sendiri memiliki asas bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat.  

b) Pemilu memberikan ruang kepada rakyat untuk menentukan pilihan, 

siapakah pemimpin atau wakil rakyat yang sesuai dengan hati nurani 

mereka. Sehingga tak ada istilah salah memilih karena semua juga adalah 

hasil pilihan rakyat. 

c) Pemilu memberikan penegasan bahwa para Pemimpin sudah seharusnya 

menjalankan peran dan fungsinya sebagai pimpinan dan wakil rakyat 

sebagaimana mestinya. 

d) Pemilu memberikan ruang kepada suatu Bangsa dan Negara untuk 

menjalankan sebuah sistem demokrasi yang benar-benar diimpikan. 

Sehingga ada hubungan yang harmonis serta sinergis antara rakyat, wakil 

rakyat, dan pemimpin Negaranya. 

e) Melaksanakan kedaulatan rakyat. 

f) Melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan 

tertib (secara konstitusional). 

g) Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.
36
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 Yatarullah, Sistem Pemilu, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 

2015) , h. 1-4. 
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C. Tinjauan Tentang Kampanye 

1. Pengertian Kampanye 

Kampanye adalah suatu saluran atau program yang esensial dalam 

mendukung pesta pemilihan umum (pemilu), kampanye merupakan suatu cara 

untuk memperkenalkan diri serta memaparkan sebuah visi dan misi tentang 

kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun berlangsung. 

Pesan atau informasi dalam kampanye biasanya menitikberatkan pada 

keunggulan suatu produk atau jasa yang bersifat persuasif. Seperti halnya 

politik tanpa adanya proses kampanye maka seseorang tokoh politik atau 

partai politik akan sulit dikenal masyarakat. Tujuannya untuk menciptakan 

suatu efek yang dapat mempengaruhi sejumlah besar masyarakat. Proses 

kampanye dilakukan secara bertahap yang memiliki target dan kurun waktu 

yang ditentukan.
37

 

2. Jenis – Jenis Kampanye 

Kampanye mempunyai beberapa jenis. Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) melalui surat keputusan No 35 Tahun 2004 mengatur semua bentuk 

atau jenis kampanye. Menurut aturan tersebut, setidaknya ada 9 jenis/bentuk 

kampanye yaitu: (1) Debat Publik/ debat terbuka antar calon, (2) Kegiatan lain 

yang tidak melanggar peraturan perundangan-undangan, (3) Pemasangan alat 

peraga ditempat umum, (4) Penyebaran bahan kampanye kepada umum, (5) 
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Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, (6) Penyiaran melalui 

radio atau televise, (7) Pertemuan terbatas, (8) Rapat umum, (9) Tatap muka 

dan dialog.
38

 

3. Metode Kampanye 

Strategi kampanye pada masyarakat dibagi menjadi dua yaitu: 

a) Strategi Kampanye Tertutup 

Dalam hal ini kampanye harus mampu mengetahui bagaimana, apa 

saja,dan dimana saja tempat-tempat yang mampu membuka jalur 

komunikasi antara pihak calon dengan kelompok masyarakat yang 

menjadi sasaran atau membuat suatu kegiatan yang bersifat sosial yang 

nantinya mampu untuk menarik simaptik dari masyarakat tersebut. 

Kemudian adanya kampanye pada kelompok masyarakat juga dapat 

dilakukan dengan merangkul tokoh masyarakat yang dianggap mampu 

mengendalikan suatu kelompok massa dengan membuka dialog atas 

sialturahmi yang tidak langsung meminta dukungan agar berada dipihak 

yang diusung dalam kampanye. 

b) Strategi Kampanye Terbuka 

Pada kampanye terbuka banyak kegiatan sosialisasi yang menjadi 

langkah-langkah dari calon untuk dapat menarik simpatik masyarakat 

yang sifatnya terang-terangan. Selain sarana hiburan, pengerahan massa 

juga dilakukan dijalankan atau berorasi ditempat terbuka. Selain itu hal 
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lain yang lebih penting adalah koordinasi dengan pihak media massa 

untuk lebih memperluas jangkauan sosialisasi guna mempengaruhi 

pandangan masyarakat agar yakin memberikan suaranya pada saat 

pemilihan. Media massa juga merupakan wadah sosialisasi dari calon 

untuk menyampaikan visi, misi serta mengangkat eksistensi.
39

 

 

D. Tinjauan Tentang Pengawas Pemilu Dan Pilkada 

1. Pengertian Pengawasan 

Koontz berpendapat bahwa pengawasan adalah untuk melakukan 

pengukuran dan tindakan atas kinerja yang berguna untuk menyakinkan 

organinsasi secara obyektif dan merencanakan suatu cara dalam mencapai 

tujuan organisasi. Selanjutnya secara sederhana disebutkan bahwa 

pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan agar visi, dan misi atau tujuan 

organisasi tercapai dengan lancer tanpa da penyimpangan atau segala usaha 

dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya 

mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah yang sesuai dengan 

semestinya atau tidak.
40

 

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh 

kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan 
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 Dede Sri Kartini, Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjajaran, Jurnal, 

Vol 2, 6 Desember 2017, h. 156. 



46 

 

 
 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, pengawasan termasuk 

pengendalian yang berarti mengarahkan atau memperbaiki suatu kegiatan 

yang salah arah dan meluruskannya menuju kearah yang benar.
41

 

Arifin abdurahman (1960) mengatakan bahwa ada beberapa faktor 

membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta 

penyalahgunaan wewenang, yaitu: a). filsafat yang dianut oleh satu bangsa, 

b). agama yang mendasari, c). kebijakan yang dijalankan, d). anggaran 

pembiayaan, e). penempatan pegawai dan prosedur kerja, f). kemantapan 

dalam organisasi.
42

 

2. Tujuan Pengawasan 

Menurut Rachman pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut: 

a. menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan 

perintah. 

b. menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan mencegah pemborosan dan 

penyelewengan. 

c. menjamin terwujudnya kepuasan masyrakat atas barang atau jasa yang 

dhasilkan. 
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d. membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi 

dengan demikian mengenai tujuan pengawasan yang sangat erat kaitannya 

dengan rencana dari suatu organisasi.
43

 

 

E. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Penyelenggaraan 

Pemilihan Kepala Daerah 

1. Pemilihan Kepala Daerah 

Kepala Daerah adalah seseorang yang dipilih melalui pemilihan dan 

memiliki tugas serta kewenangan untuk memimpin, mengatur serta mengurus 

daerah otonomnya masing-masing sesuai dengan asas desentralisasi yaitu 

gubernur untuk Provinsi dan Bupati untuk Kabupaten serta Walikota untuk 

Kota. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah membawa 

perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan 

itu terkait dengan pengisian jabatan Kepala Daerah. Pasal 18 ayat (4) UUD 

1945 menyatakan bahwa „‟Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing 

sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara 

deokratis‟‟.
44

 

Cita-cita utama adanya penyelenggaraan pilkada langsung adalah 

terpilihnya sebuah struktur politik lokal yang demokratis dan sistem 

pemerintahan yang mampu berjalan secara efektif. Melalui pilkada, rakyat 
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memiliki kesempatan lebih luas untuk menentukan pasangan pemimpin 

eksekutif sesuai dengan yang dikehendaki. Harapan tersebut tentunya melalui 

pilkada agar mampu menjalankan fungsi dan perannya dalam meningkatkan 

pertumbuhan demokrasi dan jalannya pemerintahan di daerah. Pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pada dasarnya merupakan 

suatu proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebihh demokratis 

(kedaulatan rakyat), transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, pemilihan 

kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tersebut menandakan 

adanya perubahan dalam demokratisasi lokal, yakni tidak sekedar distribusi 

kekuasaan antar tingkat pemerintahan secara vertical.
45

 

2. Pengertian Penyelenggaraan 

Penyelenggaraan adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu dan 

pilkada yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi 

penyelenggara pemilu dan pilkada untuk  memilih anggota dewan perwakilan 

rakyat, anggota dewan perwakilan daerah. Presiden dan wakil presiden. Dan 

untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah secara langsung oleh 

rakyat.
46
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3. Badan Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 

a) KPU 

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah 

lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri 

dalam melaksanakan pemilu. KPU berkedudukan di ibu kota negara republic 

Indonesia jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang. 

b) BAWASLU 

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah 

lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggara pemilu di 

seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia.  

c) DKPP 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat 

DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik 

penyelenggara pemilu. 

F. Tinjauan Tentang Covid-19 

Corona virus disease 2019 (Covid-19) adalah adalah penyakit jenis baru 

yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab 

COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan 

antara hewan dan manusia). Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan 

COVID-19 ini masih belum diketahui. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 

dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet), 
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Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat 

dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. 

Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 termasuk gejala gangguan 

pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 

adalah 5 - 6 hari dengan masa inkubasi demam, batuk, dan sesak napas. Pada 

kasus yang parah, Covid-19 dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan 

akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.  

Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan desember, dunia dihebohkan dengan 

sebuah kejadian yang membuat banyak masyarakat resah yaitu dikenal dengan 

virus corona (Covid-19). Kejadian tersebut bermula di Tiongkok, Wuhan. Pada 

awalnya virus ini diduga akibat paparan pasar grosir makanan laut huanan yang 

banyak menjual banyak spesies hewan hidup. Penyakit ini dengan cepat 

menyebar di dalam negeri ke bagian lain China.Tanggal 18 Desember hingga 29 

Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan Acute Respiratory 

Distress Syndrome (ARDS). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 

kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. 

Indonesia adalah negara berkembang dan terpadat keempat di dunia, 

dengan demikian diperkirakan akan sangat menderita dan dalam periode waktu 

yang lebih lama. Ketika coronavirus novel SARS-CoV2 melanda Cina paling 

parah selama bulan-bulan Desember 2019 – Februari 2020. Pada 27 Januari 

2020, Indonesia mengeluarkan pembatasan perjalanan dari provinsi Hubei, yang 

pada saat itu merupakan pusat dari COVID19 global, sementara pada saat yang 
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sama mengevakuasi 238 orang Indonesia dari Wuhan. Presiden Joko Widodo 

melaporkan pertama kali menemukan dua kasus infeksi COVID-19 di Indonesia 

pada 2 Maret 2020. Pasien yang terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia berawal 

dari suatu acara di Jakarta dimana penderita kontak dengan seseorang warga 

Negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan 

tersebut penderita mengeluh demam, batuk dan sesak nafas. 

WHO mengumumkan COVID-19 pada 12 Maret 2020 sebagai pandemic. 

Jumlah kasus di Indonesia terus meningkat dengan pesat, hingga Juni 2020 

sebanyak 31.186 kasus terkonfirmasi dan 1851 kasus meninggal. Kasus tertinggi 

terjadi di Provinsi DKI Jakarta yakni sebanyak 7.623 kasus terkonfirmasi dan 

523 (6,9%) kasus kematian. 

WHO mengeluarkan enam strategi prioritas yang harus dilakukan 

pemerintah dalam menghadapi pandemic Covid-19 pada tangal 26 Maret, yang 

terdiri dari Perluas, latih, dan letakkan pekerja layanan kesehatan; Menerapkan 

sistem untuk dugaan kasus; Tingkatkan produksi tes dan tingkatkan layanan 

kesehatan; Identifikasi fasilitas yang dapat diubah menjadi pusat kesehatan 

coronavirus; Mengembangkan rencana untuk mengkarantina kasus; dan Refokus 

langkah pemerintah untuk menekan virus.
47
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan 

pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu Terhadap Kampanye Pemilihan 

Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi 

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020. 

Sebelum masuknya tahapan kampanye Badan Pengawas Pemilu menyusun 

pemetaan kerawanan mulai dari: 

a. Tim Kampanye Pasangan Calon. 

b. Materi atau Ujaran Kampanye. 

c. Penyebaran Bahan Kampanye. 

d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye. 

e. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog. 

f. Pengawasan Pertemuan Terbatas. 

g. Debat Publik. 

h. Iklan Kampanye di Media Masa 
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Berdasarkan pemetaan kerawanan ini Bawaslu Kota Bukittinggi dan 

jajaran melakukan pengawasan secara melekat dengan memastikan semua 

kegiatan-kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon sesuai 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 dan wajib 

menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dengan memakai masker, mencuci tangan, dan 

memakai handsinitizer serta menjaga jarak. 

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas 

Pemilu Terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi 

Covid-19 di Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 13 Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

1) Dalam penyebaran bahan kampanye, Badan Pengawas Pemilu Kota 

Bukittinggi mengalami kesulitan untuk memastikan bahan kampanye 

yang diberikan benar-benar telah sesuai dengan protokol kesehatan, 

dimana bahan yang ada dibagikan dalam keadaan bersih, dibagikan 

dengan bahan yang tahan terhadap zat cair dan telah disterilisasi. 

2) Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 

88c yang berbunyi „‟ Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Tim 

Kampanye dan/atau pihak yang melanggar larangan dikenai sanksi: 
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a. Peringatan tertulis oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi atau Badan 

Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran; 

dan/atau 

b. Penghentian atau pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya 

pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Badan 

Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota apabila tidak melaksanakan 

peringatan tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam huruf  a dalam 

waktu 1 jam sejak diterbitkannya peringatan tertulis‟‟ artinya aturan ini 

tidak tegas dan konsisten karena masih diberi waktu 1 jam untuk 

berkampanye kemudian baru dibubarkan. Pelaksanaan kampanye 

diberikan izin melaksanakan selama 1 jam dengan pelanggaran Protokol 

Kesehatan Covid-19, sehingga terkesan pencegahan terhadap Protokol 

Kesehatan Covid-19 dilakukan setengah-setengah. 

3) Dalam Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu di Kota Bukittinggi 

masih adanya temuan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Menurut 

data yang penulis temukan ada 5 data pelanggaran pemilihan kepala 

daerah di Kota Bukittinggi. 

4) Pada saat pendaftaran calon walikota dan wakil walikota masih terdapat 

arak-arakan atau kerumunan dan tidak mematuhi protokol kesehatan. 

5) Pada saat Debat Publik pasangan calon walikota dan wakil walikota 

masih mengabaikan protokol kesehatan. 
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B. Saran 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka 

penulis dapat memberikan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan 

kedepannya sebagai berikut: 

1. Harus adanya perhatian pemerintah dan penegak hukum terhadap 

pelanggar protokol kesehatan  yang mengadakan kampanye yang tidak 

sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 

2020. 

2. Untuk Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi tindak tegas pelaku 

pelanggaran protokol kesehatan pada saat berkampanye untuk pemilihan 

kepala daerah serentak di kota Bukittinggi, dan berikan sanksi yang 

keras terhadap pelanggar. Agar tidak terjadi lagi pelanggaran-

pelanggaran yang tidak diinginkan sesuai dengan Pearturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020. 

3. Kepada warga masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan 

seharusnya lebih mematuhi peraturan protokol kesehatan agar kasus 

Covid-19 di Kota Bukittinggi tidak mengalami kenaikan. Dan bagi yang 

masih melanggar pemerintah wajib memberikan sanksi yang lebih keras 

lagi dari pada sanksi yang sebelumnya. 
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Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota 

Bukittinggi 

 

Gambar 8. Bersama Ibu Eri Vatria S.Ag, M.H Selaku Anggota Badan 

Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi. 

  





















 



 
 

 
 

RIWAYAT PENULIS 

 

     

 Rahmi Eka Putri, dilahirkan di Bukittinggi pada tanggal 06 

Januari 1999. Anak ke tiga dari empat bersaudara ini merupakan 

putri dari pasangan Zainir dan Jusnidar, saat ini penulis tinggal di 

jalan Bangau Sakti Perumahan Bumi Mi‟raj Riau. Penulis 

menempuh pendidikan mulai dari SDN 09 Gumala Kota Padang 

Panjang tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan SMP Negeri 1 Kota Padang 

Panjang tamat pada tahun 2014 dan setelah itu penulis melanjutkan SMA Negeri 2 

Kota Padang Panjang yang tamat pada tahun 2017. 

 Pada tahun 2017 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang berada di Kota 

Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau (UIN SUSKA 

RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Ilmu Hukum dan memilih 

konsentrasi Hukum Tata Negara. 

 Pada tahun 2019 penulis melakukan magang di Kejaksaan Negeri Bukittinggi 

setelah itu pada tahun 2020 melanjutkan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah Plus (KKN 

DR Plus) di Nagari Sabu, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar yang pada 

saat itu kondisi nya sedang pandemi Covid-19. Pada tanggal 24 Juni 2021 penulis 

dinyatakan lulus dengan judul skripsi „‟Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu 

(Bawaslu) terhadap kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada masa pandemi 

Covid-19 di Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 13 Tahun 2020‟‟. 


